SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka menyesesuaikan tingkat biaya penunjang
operasional dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);



Menetapkan

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5678);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN
2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH.
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Pasal I
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Gubernur
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Untuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah disediakan biaya operasional, yaitu:

a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai
kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. biaya Rumah Tangga Kepala Daerah setiap bulan sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. biaya Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah setiap bulan
sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
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